
 
 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Sistem Informasi Koperasi 

3.1.1.   Pengertian Koperasi 

  Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang 

perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah “badan usaha yang 

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Pengertian sebagai badan usaha 

menunjukkan, bahwa koperasi sebagai bentuk kerjasama dibidang ekonomi 

mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan yang dimaksud 

dengan berdasarkan prinsip koperasi merupakan esensi dasar kerja koperasi 

sebagai badan usaha yang lebih mengutamakan kepentingan anggota yang 

merupakan pemilik sekaligus sebagai pelanggan atau pengguna jasa koperasi. 

 Koperasi sebagai bentuk organisasi memiliki seperangkat nilai yang 

diantaranya dirumuskan ke dalam sejumlah prinsip-prinsip koperasi sehingga 

koperasi menampilkan karakteristik khusus. Nilai-nilai yang diterapkan di dalam 

kehidupan berkoperasi itu membentuk perilaku atau pola kerja internal koperasi 

yang disebut sebagai mekanisme kerja organisasi koperasi, dimana anggota dan 

komponen-komponen organisasi koperasi saling berinteraksi di dalam satu sistem 

yang disebut manajemen koperasi. 

 

 

17 



18 
 

3.1.2 Tujuan Koperasi 

  Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi 

Indonesia adalah “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umunya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 

dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. 

3.1.3 Fungsi dan Peran Koperasi 

  Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 fungsi dan 

peran koperasi adalah: 

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat. 

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya. 

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

3.1.4  Prinsip Koperasi 

  Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 prinsip koperasi 

adalah sebagai berikut: 

Ayat (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut: (a) 

keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;  (b) pengelolaan dilakukan secara 
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demokratis; (c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding 

dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; (d) pemberian balas jasa 

yang terbatas terhadap modal; (e) kemandirian. 

Ayat (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula 

prinsip Koperasi sebagai berikut: (a) pendidikan perkoperasian; (b) kerjasama 

antar koperasi. 

3.1.5 Jenis-jenis Koperasi 

  Ada beberapa jenis koperasi yang ada di Indonesia. Menurut Heldiana 

(2008:23), koperasi yang ada di Indonesia dapat digolongkan menjadi 5 jenis, 

yaitu: 

a. Koperasi Konsumsi 

Koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari yang bertujuan agar 

anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas baik 

dan harga yang layak. 

b. Koperasi Kredit (Simpan Pinjam) 

Koperasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada 

anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. 

Modal koperasi yang utama adalah dari simpanan anggota itu sendiri. Dari 

uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman 

kepada anggota yang perlu dibantu. 

c. Koperasi Produksi 

Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan 

penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai 
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organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya adalah 

koperasi peternak sapi perah, koperasi kerajinan dan lain-lain. 

d. Koperasi Jasa 

Koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para 

anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, 

koperasi jasa audit, dan lain-lain. 

e. Koperasi Serba Usaha 

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah 

pedesaan, pemerintahan membentuk Koperasi Unit Desa (KUD). Satu unit 

desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu 

kesatuan potensi ekonomi. 

3.2 Sistem Informasi Simpan Pinjam 

  Menurut Rudini (2005:18), simpan pinjam adalah kegiatan menghimpun 

dan menyalurkan dana melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota 

koperasi maupun kepada koperasi dan anggota lainnya. Kegiatan usaha simpan 

pinjam biasanya dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan 

Pinjam (USP) pada sebuah koperasi. 

3.2.1 Simpan 

   Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk membayar beberapa iuran 

simpanan. Menurut Rudini (2005:20) iuran tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Simpanan Pokok 

Iuran ini dibayar sewaktu pertama kali mendaftarkan diri menjadi anggota 

koperasi, dimana besarnya iuran ditentukan oleh pihak koperasi. 

 

  
 



21 
 

b. Simpanan Wajib 

Iuran ini dibayar setiap bulan selama menjadi anggota koperasi, dimana 

besarnya iuran ditentukan oleh pihak koperasi berdasarkan jabatan. 

c. Simpanan Sukarela 

Iuran ini dibayar setiap bulan selama menjadi anggota koperasi, dimana 

besarnya iuran sesuai dengan kemampuan anggotanya. 

  Simpanan pokok tidak bisa diambil selama menjadi anggota koperasi dan 

hanya bisa diambil bila anggota sudah keluar dari keanggotaan. 

3.2.2 Pinjam 

  Pemberian kredit pinjaman merupakan jasa atau bisnis yang beresiko, 

karena ada kemungkinan kredit yang diberikan dan tidak tertagih atau macet. 

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi keharusan bagi koperasi untuk 

memberikan pinjaman kepada anggota yang layak dengan mempertimbangkan 

setiap usulan kredit. Menurut Rudini (2005:21), persyaratan bagi anggota yang 

ingin melakukan transaksi, yaitu: 

1. Setiap anggota koperasi mendapatkan pinjaman dalam bentuk uang 

maupun barang. 

2. Jumlah maksimal pinjaman yang diberikan kepada anggotanya ditentukan 

oleh pihak koperasi sesuai dengan dana kas yang boleh dikeluarkan per 

bulan. 

3. Jangka waktu tergantung dari beberapa lama angsuran, sedangkan bunga 

pinjaman ditentukan berdasarkan kebijakan koperasi. 
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  Angsuran pinjaman yang harus dibayar oleh seorang peminjam 

dipengaruhi oleh pokok pinjaman, dengan jangka waktu pinjaman dan tingkat 

suku bunga yang berlaku. 

3.3 Sistem Informasi Penjualan Kredit 

  Sistem penjualan kredit menurut Mulyadi (2006:210) yaitu penjualan 

kredit dilaksanakan oleh koperasi dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan 

permohonan pengajuan pinjaman barang yang diterima dari anggota dan untuk 

jangka waktu tertentu koperasi mempunyai tagihan kepada anggota tersebut. Jadi 

dalam sistem penjualan kredit terdapat unsure-unsur yang mendukung dan 

kesemua unsur tersebut diorganisasi sedemikian rupa dalam sebuah sistem yang 

disebut sistem penjualan kredit. 

3.4 Sistem Informasi 

  Menurut Leitch dan Davis (2005:6) pada dasarnya sistem informasi 

merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial 

dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

3.5 Analisa dan Perancangan 

  Analisa sistem merupakan tahap yang paling penting dari suatu 

pemrograman, karena merupakan tahap awal untuk melakukan evaluasi 

permasalahan yang terjadi serta kendala-kendala yang dihadapi dari sebuah sistem 

yang telah berjalan. 
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      Analisa yang efektif akan memudahkan pekerjaan penyusunan rencana 

yang baik di tahap berikutnya. Sebaliknya, kesalahan yang terjadi pada tahap 

analisa ini akan menyebabkan kesulitan yang lebih besar, bahkan dapat 

menyebabkan gagalnya penyusunan sebuah sistem (Kendall, 2005). 

       Untuk itu, diperlukan ketelitian dalam mengerjakan, sehingga tidak 

terdapat kesalahan dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap perancangan sistem. 

Langkah-langkah yang diperlukan di dalam menganalisa sistem adalah: 

1. Tahap perencanaan sistem 

2. Tahap analisis sistem 

3. Tahap perancangan sistem 

4. Tahap penerapan sistem 

5. Membuat laporan dari hasil analisa 

Pada tahap perencanaan, dilakukan identifikasi masalah serta diperlukan 

adanya analisa yang digunakan untuk menentukan factor-faktor yang menjadi 

permasalahan dalam sistem yang telah ada atau digunakan. 

Data-data yang baik yang berasal dari sumber-sumber internal seperti misalnya 

laporan-laporan, dokumen, observasi, maupun dari sumber-sumber di luar 

lingkungan sistem seperti pemakai sistem, dikumpulkan sebagai bahan 

pertimbangan analisa. Jika semua permasalahan telah di identifikasi, dilanjutkan 

dengan mempelajari dan memahami alur kerja dari sistem yang digunakan. 

       Kemudian diteruskan dengan menganalisa dan membandingkan sistem 

yang terbentuk dengan sistem sebelumnya. Dengan adanya perubahan tersebut, 

maka langkah selanjutnya adalah membuat laporan-laporan hasil analisa 

sebelumnya dan sistem yang akan diterapkan. Perancangan sistem adalah proses 
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menyusun atau mengembangkan sistem informasi yang baru. Dalam tahap ini, 

harus dipastikan bahwa semua persyaratan untuk menghasilkan informasi dapat 

terpenuhi. 

       Hasil sistem yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan pemakai, 

karena rancangan tersebut meliputi perancangan mulai dari sistem yang umum 

hingga diperoleh sistem yang lebih spesifik. Dari hasil rancangan sistem tersebut, 

dibentuk pula rancangan database disertai dengan struktur file antara sistem yang 

satu dengan yang lain. Selain itu, dibentuk pula rancangan input dan output 

sistem, misalnya menentukan berbagai bentuk input data dan isi laporan. 

       Apabila di dalam perancangan sistem terdapat kesalahan, maka kita perlu 

melihat kembali analisa dari sistem yang telah dibuat. Sehingga dapat di ambil 

kesimpulan bahwa analisa sistem mempunyai hubungan erat dengan perancangan 

sebuah sistem. 

3.6 Interaksi Manusia dan Komputer 

Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) atau Human-Computer 

Interaction (HCI) adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, 

evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh 

manusia, serta studi fenomena-fenomena besar yang berhubungan dengannya. 

(Definisi oleh ACM SIGCHI). Struktur IMK dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

Fokus interaksi  manusia dan komputer antara lain yaitu: 

1. Fokus adalah perancangan dan evaluasi antarmuka pemakai (user interface). 

2. Antarmuka pemakai adalah bagian sistem komputer yang memungkinkan 

manusia berinteraksi dengan komputer. 
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Gambar 3.1 Struktur Interaksi Manusia dan Komputer 

 

3.7 Stored Procedure 

Stored Procedure adalah sekumpulan perintah SQL yang disimpan pada 

server database. Ada beberapa alasan harus menggunakan Stored Procedure, 

diantaranya adalah kebutuhan akan sebuah operasi yang sama sedangkan ada 

banyak client yang harus mengakses dengan bahasa pemrograman berbeda. 

Keuntungan lainnya adalah jika melakukan modifikasi atau perubahan pada 

Stored Procedure maka semua client secara otomatis akan mendapat perubahan 

yang terjadi. (Tan Amelia, 2007: 48) 
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